BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR ( TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN-YANG MAHA ESA

ca.

1.

BUPATI HALMAHERA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3961);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67357);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219;
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106/6057)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dj
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 85);
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1423);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera
Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Desa-Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun
2006 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera
Utara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Kecamatan-Kecamatan dalam Daerah  Kabupaten
Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 2),

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Utara Nomor 51);
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2023 Nomor 6).

38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 10);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun
2011 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DAN
BUPATI HALMAHERA UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023 Kabupaten Halmahera Utara berupa laporan keuangan
memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah.

e ——————————eemme
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Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 1.023.446.267.501,79
b. Belanja Rp 1.028.496.326.157,46
Surplus/defisit Rp (5.050.058.655,67
c. Pembiayaan
Penerimaan Rp 25.481.454.521,08
Pengeluaran Rp 41.379.310.344,00

Pembiayaan Netto Rp (15.897.855.822,92)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp324.378.362.059,08 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp1.347.824.629.560,87
b. Realisasi Rp1.023.446.267.501,79
Selisih lebih/ (kurang) Rp 324.378.362.059,08

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp304.555.538.799,54
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp1.333.051.864.957,00
b. Realisasi Rp1.028.496.326.157,46
Selisih lebih/ (kurang) Rp 304.555.538.799,54

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp19.822.823.259,54 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp14.772.764.603,87
b. Realisasi Rp (5.050.058.655,67
Selisih lebih/ (kurang) Rp 19.822.823.259,54

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp1.125.091.219,05dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

Setelah perubahan Rp26.606.545.740,13
b. Realisasi Rp25.481.454.521,08
Selisih lebih/ (kurang) Rp 1.125.091.219,05
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Selisih anggaran dengan realisasi
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
Setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp41.379.310.344,00
Rp41.379.310.344,00
Rp 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp1.125.091.219,05 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto
Setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Pasal 4

Rp (14.772.764.603,87)
Rp (15.897.855.822,92)
Rp 1.125.091.219,05

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023
sebagai berikut :

a.

b
C.
d

Saldo Anggaran Lebih Awal
Pengunaan SAL

SILPA/SIKPA

Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya

Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Rp 26.606.545.740,13
Rp 25.481.454.521,08
Rp (20.947.914.478,59)

Rp (1.126.182.644,99)
Rp (1.091.425,94)
Rp (20.947.914.478,59)

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

oo Qa0 o

Pendapatan-LO

Beban

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
Surplus/Defisit Laporan Operasional

Rp 867.834.780.686,22
Rp 887.434.366.549,70
Rp (19.599.585.863,48)
Rp 0,00
Rp (19.599.585.863,48)
Rp (4.213.082.161,00)
Rp (23.812.668.024,48)
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Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp 1.741.823.539.765,27
b. Surplus/Defisit LO Rp (23.812.668.024,48)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp (2.673.930.523,595)
d. Ekuitas Akhir Rp 1.715.336.941.217,24
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember
2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 1.913.545.034.923,39

b. Jumlah Kewajiban Rp 198.208.093.706,15

c. Jumlah Ekuitas Rp 1.715.336.941.217,24
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas Rp 30.645.040.227,03

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 141.486.101.126,91

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (146.536.159.782,58)

d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp (41.379.310.344,00)

e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 27.410.869.296.89

f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 Rp 11.633.404.542,77
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf
g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok

dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

i _____________________________________ ]
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Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran Il
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
LampiranVII

. Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X

k. Lampiran XI

[e—y
.

@ oD OB B

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

: Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan

pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan
sub kegiatan;

: Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

: Laporan operasional;

: Laporan perubahan ekuitas;

: Neraca;

: Laporan arus kas;

: Catatan atas laporan keuangan,;

: Daftar rekapitulasi piutang daerah;

: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;

: Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar rekapitulasi aset tetap;

: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;

: Daftar rekapitulasi aset lainnya;

: Daftar dana cadangan daerah;

: Daftar kewajiban jangka pendek;

: Daftar kewajiban jangka panjang;

: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali
tahun anggaran berikutnya,;

: Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:

: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;

: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan

Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kabupaten

Halmahera Utara sebagai rincian lebih lanjut dari

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

e e—
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Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
ada Tanggal 20 Aqusius 2024

Diundangkan di Tobelo

Pada tanggal 20 Agusius 2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor | ).
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